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Abstract. Healthcare is a fundamental right of every citizen and must be provided safely, with quality, and in accordance 

with professional standards. In practice, many doctors still practice simultaneously at multiple health facilities, known 

as multi-location practices. This situation can lead to limited service time, potentially compromising the quality of 

examinations, communication between doctors and patients, and the fulfillment of patients' rights to optimal health 

care. Therefore, legal certainty regarding the protection of patient rights is necessary to ensure that health care 

continues to be provided in accordance with applicable regulations. This study aims to determine and analyze how 

legal protection of patients' rights to optimal health care in multi-location physician practices is implemented under 
Law Number 17 of 2023 concerning Health. This study uses an empirical juridical method with legal and conceptual 

approaches. Research data were obtained through interviews, observations, and documentation studies, which were 

then analyzed descriptively and qualitatively by comparing applicable legal provisions with conditions found in the 

field. This study is expected to provide insight into the extent to which physician practices in multiple locations impact 

the fulfillment of patients' rights to quality health care, as well as the legal protection provided in the event of a decline 

in service quality due to such practices. The research findings are expected to provide input for medical personnel, 

healthcare facilities, and the government in improving the quality of healthcare services while ensuring the fulfillment 

of patient rights in accordance with legal provisions. 

Keywords - legal protection, patient rights, healthcare, medical practices in several locations, Law Number 17 of 2023 

concerning Health. 

 
Abstrak. Pelayanan kesehatan merupakan hak mendasar setiap warga negara dan harus diberikan secara aman, berkualitas, 

dan sesuai dengan standar profesional. Dalam praktiknya, banyak dokter masih berpraktik secara bersamaan di 

beberapa fasilitas kesehatan, yang dikenal sebagai praktik multi-lokasi. Situasi ini dapat menyebabkan keterbatasan 

waktu pelayanan, berpotensi membahayakan kualitas pemeriksaan, komunikasi antara dokter dan pasien, serta 

pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai 

perlindungan hak pasien diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan terus diberikan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

terhadap hak pasien atas pelayanan kesehatan yang optimal dalam praktik dokter multi-lokasi diimplementasikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Studi ini menggunakan metode yuridis 

empiris dengan pendekatan hukum dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum 

yang berlaku dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 

sejauh mana praktik dokter di berbagai lokasi berdampak pada pemenuhan hak pasien atas perawatan kesehatan 

berkualitas, serta perlindungan hukum yang diberikan jika terjadi penurunan kualitas layanan akibat praktik tersebut. 

Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan pemerintah 

dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memastikan pemenuhan hak pasien sesuai dengan 

ketentuan hukum. 

Kata Kunci - perlindungan hukum, hak pasien, perawatan kesehatan, praktik medis di beberapa lokasi, Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehata
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I. PENDAHULUAN  

Pelayanan kesehatan yang optimal merupakan hak dasar setiap pasien dan sekaligus menjadi kewajiban hukum 

serta etika bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh 

pelayanan medis yang aman, bermutu, manusiawi, serta dilakukan dengan kehati-hatian dan ketelitian profesional. 

Dalam kerangka hukum nasional, pemenuhan hak ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi pasien 

sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, dalam 

praktiknya, pemenuhan hak-hak pasien tidak selalu berjalan secara ideal, terutama ketika dokter menjalankan praktik 

di beberapa tempat sekaligus atau dikenal sebagai praktik multi-tempat. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, jaminan terhadap hak pasien juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dan seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan, termasuk tenaga medis. 

[1] [2] [3] [1] [2] 

 Fenomena dokter yang berpraktik di beberapa tempat dengan jadwal yang saling berdekatan merupakan hal yang 

umum dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh kebutuhan tenaga 

medis yang tinggi serta distribusi dokter yang belum merata. Namun, praktik tersebut berimplikasi pada terbatasnya 

waktu pelayanan yang dapat diberikan kepada setiap pasien. Keterbatasan waktu ini berpotensi mempengaruhi kualitas 

pelayanan medis, karena dokter harus membagi perhatian dan fokusnya di beberapa lokasi dalam satu hari. Akibatnya, 

pemeriksaan medis dan komunikasi antara dokter dan pasien cenderung dilakukan secara singkat dan kurang 

mendalam, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. [4] [5] 

Pelaksanaan praktik kedokteran pada dasarnya tidak hanya diukur dari keberhasilan hasil pengobatan yang 

diterima pasien, tetapi juga dari kesesuaian tindakan dokter dengan standar hukum dan standar profesi yang berlaku. 
Dalam perspektif hukum kesehatan, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara 

profesional, cermat, hati-hati, serta mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, konsep kelalaian medis 

(medical negligence) menjadi penting sebagai dasar dalam menilai apakah pelayanan kesehatan yang diberikan telah 

sesuai dengan ketentuan hukum atau justru menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Kelalaian medis bukan 

diartikan sebagai kegagalan dokter menyembuhkan pasien, melainkan sebagai keadaan ketika dokter tidak 

melaksanakan kewajiban profesionalnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur 

operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan 

kerugian bagi pasien. 

Secara normatif, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan 

sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan 
kesehatan pasien. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum sekaligus tolak ukur dalam menilai apakah pelayanan 

kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi merupakan 

parameter normatif yang digunakan untuk menilai adanya dugaan kelalaian medis dalam praktik pelayanan kesehatan. 

Selain berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, dokter juga berkewajiban memenuhi hak 

pasien untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Ketentuan tersebut 

diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap 

tindakan pelayanan kesehatan harus memperoleh persetujuan pasien setelah pasien diberikan penjelasan mengenai 

diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta prognosis. Pemenuhan kewajiban tersebut 

merupakan bagian dari pelaksanaan informed consent yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak pasien 

dalam menentukan tindakan medis yang akan diterimanya. Oleh karena itu, kecukupan waktu konsultasi dan 

komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien menjadi bagian penting dalam pemenuhan kewajiban hukum 
tersebut. 

Pengaturan mengenai standar profesi juga ditegaskan dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Ketentuan tersebut menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum terhadap dokter diberikan apabila kewajiban profesionalnya dilaksanakan sesuai dengan 

standar yang berlaku. Sebaliknya, apabila pelayanan kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, standar 

prosedur operasional, maupun etika profesi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tindakan tersebut 

dapat menjadi dasar untuk menilai adanya dugaan kelalaian medis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menggunakan kewajiban dokter sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar untuk membandingkan antara norma hukum (das sollen) dengan kondisi yang 

terjadi di lapangan (das sein). Perbandingan tersebut dilakukan dengan menilai apakah praktik dokter yang 

menjalankan pelayanan pada lebih dari satu fasilitas kesehatan tetap mampu memenuhi kewajibannya dalam 

memberikan pelayanan sesuai standar profesi, menyediakan waktu konsultasi yang memadai, memberikan informasi 

secara lengkap kepada pasien, serta memenuhi hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan demikian, 

ketentuan hukum mengenai kewajiban dokter menjadi tolak ukur dalam menganalisis apakah praktik multi-tempat 

dokter di Kabupaten Sidoarjo masih sesuai dengan standar hukum yang berlaku atau justru berpotensi menimbulkan 

kelalaian medis. 

Dalam konteks praktik dokter multi-tempat, pembagian waktu praktik yang tidak proporsional berpotensi 

memengaruhi kemampuan dokter dalam memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 274 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keterbatasan waktu konsultasi, pemeriksaan yang 

dilakukan secara tergesa-gesa, serta kurang optimalnya komunikasi antara dokter dan pasien dapat berdampak pada 

tidak terpenuhinya standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan 

kebutuhan kesehatan pasien. Apabila kondisi tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka praktik 

pelayanan tersebut dapat menjadi indikator adanya dugaan kelalaian medis yang menimbulkan konsekuensi 

pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [8] [9] [7] 

Potensi tidak terpenuhinya standar pelayanan tersebut juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak pasien, 

khususnya hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan hak memberikan persetujuan tindakan medis (informed 

consent). Hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. 

Dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap tindakan 

pelayanan kesehatan harus memperoleh persetujuan pasien setelah pasien diberikan penjelasan mengenai diagnosis, 
tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta prognosis. Apabila dokter berada dalam tekanan waktu 

akibat praktik di beberapa tempat, maka proses penyampaian informasi tersebut berpotensi tidak terlaksana secara 

optimal sehingga dapat memengaruhi terpenuhinya hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Selain itu, dalam perspektif perlindungan konsumen, pasien juga merupakan pengguna jasa pelayanan kesehatan yang 

berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus dilaksanakan 

sesuai standar yang menjamin perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak pasien. [1] [10] [7] [12] 

Dalam perspektif perlindungan hukum, praktik dokter yang menjalankan pelayanan pada lebih dari satu fasilitas 

kesehatan merupakan suatu bentuk praktik yang diperbolehkan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, serta etika 

profesi. Namun demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila dalam pelaksanaannya 

dokter tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Kondisi tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan 

sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana hukum memberikan kepastian 

dalam melindungi hak pasien serta memastikan bahwa kewajiban dokter tetap terlaksana secara optimal dalam praktik 

pelayanan kesehatan. [13] [14]  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menjamin bahwa setiap pasien berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, serta pelayanan yang 

bermutu, aman, dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, undang-undang tersebut juga mewajibkan tenaga medis 

memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika 

profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Dengan demikian, masih diperlukan kajian mengenai kesesuaian antara 

ketentuan normatif tersebut dengan pelaksanaan praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas kesehatan. Penelitian ini 

menjadi penting untuk menganalisis potensi kelalaian medis (medical negligence) dalam praktik dokter multi-tempat 
berdasarkan pemenuhan kewajiban hukum dokter dan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu, serta 

mengkaji kepastian hukum perlindungan hak pasien melalui perbandingan antara das sollen, yaitu norma hukum yang 

berlaku, dengan das sein, yaitu kondisi empiris pelaksanaan praktik dokter multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo. [15] 

[16] [12]  

 

Rumusan Masalah : Potensi kelalaian medis (medical negligence) akibat praktik multi-tempat dokter dalam 

perspektif pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Sidoarjo 

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana kepastian hukum perlindungan hak pasien terhadap potensi penurunan kualitas 

pelayanan medis akibat praktik multi-tempat dokter di Kabupaten Sidoarjo? 

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 3 https://sdgs.un.org/goals/goal3 
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II. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian 

antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan pelaksanaannya di lapangan (das sein). Pendekatan yang 

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan hukum 

mengenai kewajiban dokter dan hak pasien, antara lain Pasal 274, Pasal 276, dan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai tolok ukur 

normatif dalam penelitian. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji 

konsep perlindungan hukum, kelalaian medis (medical negligence), tanggung jawab dokter, standar profesi, dan hak 

pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. 

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dan tidak menyelenggarakan praktik mandiri atau praktik pribadi, serta pasien yang 

pernah memperoleh pelayanan dari dokter tersebut. Penentuan populasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa dokter 

yang menjalankan praktik pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tingkat mobilitas dan beban 

pelayanan yang lebih tinggi sehingga relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pasien atas 

pelayanan kesehatan yang bermutu. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dokter ditetapkan berdasarkan kriteria 

dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan (praktik multi-tempat) dan tidak 

menjalankan praktik mandiri atau praktik pribadi. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 5 (lima) 

dokter yang menjalankan praktik multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo sebagai informan dalam wawancara. Sementara 

itu, sampel pasien berjumlah 66 responden yang pernah memperoleh pelayanan dari dokter yang menjalankan praktik 

pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Seluruh responden berdomisili di Kabupaten 

Sidoarjo sehingga data yang diperoleh sesuai dengan lokasi penelitian dan mampu menggambarkan persepsi pasien 

terhadap praktik dokter multi-tempat di wilayah tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara 

dilakukan secara langsung terhadap 5 (lima) dokter yang memenuhi kriteria sampel untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, pengaturan jadwal praktik, 
pelaksanaan standar profesi, serta upaya pemenuhan hak pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kuesioner 

disebarkan kepada 66 pasien yang pernah memperoleh pelayanan dari dokter yang menjalankan praktik pada lebih 

dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan karakteristik responden, komposisi laki-

laki dan perempuan relatif seimbang dengan dominasi responden perempuan. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas 

responden berada pada rentang usia 20–30 tahun sehingga sebagian besar merupakan kelompok usia produktif yang 

relatif aktif memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pelaksanaan praktik dokter di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data melalui peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

Instrumen penelitian berupa kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden 

terhadap praktik dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Skala yang 
digunakan terdiri atas: 1 = Sangat Tidak Setuju (Sangat Kurang Baik), 2 = Tidak Setuju (Kurang Baik), 3 = Netral 

(Cukup Baik), 4 = Setuju (Baik), dan 5 = Sangat Setuju (Sangat Baik). Pernyataan dalam kuesioner disusun 

berdasarkan indikator yang berkaitan dengan pemenuhan hak pasien, meliputi pengetahuan pasien mengenai praktik 

dokter multi-tempat, kemudahan memperoleh akses pelayanan kesehatan, kecukupan waktu konsultasi, kesempatan 

menyampaikan keluhan, kejelasan informasi yang diberikan dokter, kenyamanan pelayanan, serta pengelolaan jadwal 

praktik dokter. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara dengan 

5 dokter dianalisis dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk 

mengetahui kesesuaian pelaksanaan praktik dokter multi-tempat dengan kewajiban hukum yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Sementara itu, data kuesioner yang diperoleh dari 66 responden pasien diolah secara 

deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden serta 

kecenderungan jawaban pada setiap indikator penelitian. Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan 
berdasarkan kecenderungan jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Apabila mayoritas responden 

memilih kategori Setuju, maka indikator dinilai Baik, sedangkan apabila mayoritas memilih Sangat Setuju, indikator 

dinilai Sangat Baik. Sebaliknya, apabila mayoritas memilih Tidak Setuju atau Sangat Tidak Setuju, indikator dinilai 

Kurang Baik atau Sangat Kurang Baik. Pendekatan tersebut digunakan agar hasil penelitian memberikan gambaran 

yang jelas mengenai persepsi pasien terhadap pemenuhan hak pasien dalam praktik dokter yang menjalankan praktik 

pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. 
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Selanjutnya, hasil analisis empiris yang diperoleh dari wawancara terhadap 5 dokter dan kuesioner terhadap 66 

pasien dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai apakah pelaksanaan praktik dokter pada 

lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut memengaruhi 

pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Kepastian Hukum Perlindungan Hak Pasien terhadap Praktik Dokter Multi-Tempat di 

Kabupaten Sidoarjo 

Pelaksanaan hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam 

perspektif hukum kesehatan, pemenuhan hak pasien menjadi indikator utama untuk menilai apakah pelayanan 

kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian 

terhadap pelayanan dokter tidak hanya didasarkan pada keberhasilan tindakan medis atau kesembuhan pasien, tetapi 

juga pada kesesuaian tindakan dokter dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, 

etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia.[3]  

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak pasien memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban tenaga medis. 

Hubungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang 
mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar 

pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Selain itu, tenaga 

medis juga berkewajiban memperoleh persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis, menjaga kerahasiaan 

data kesehatan pasien, membuat rekam medis, serta melakukan rujukan apabila diperlukan. Dengan demikian, 

perlindungan hak pasien tidak hanya bergantung pada adanya pengaturan mengenai hak-hak pasien, tetapi juga pada 

pelaksanaan kewajiban tenaga medis secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[4] 

Dalam penelitian ini, ketentuan Pasal 274 dan Pasal 276 digunakan sebagai parameter normatif untuk menilai 

apakah pelayanan dokter telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan. Tolok ukur tersebut meliputi pemenuhan 

standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, pemenuhan kebutuhan 

kesehatan pasien, kewajiban memberikan informasi, serta kewajiban memperoleh persetujuan tindakan medis 

sebagaimana diatur pula dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Parameter 

tersebut selanjutnya digunakan untuk membandingkan antara norma hukum dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan 
di lapangan.[5] [6] [5] 

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hak pasien 

secara khusus dalam Pasal 276. Pasal tersebut memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang 

diterimanya, memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang 

bermutu, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis, memperoleh akses terhadap informasi 

dalam rekam medis, serta meminta pendapat dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya. Pengaturan tersebut 

menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasien dalam setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.[7] [8] 

Salah satu hak yang memiliki peranan penting adalah hak pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang 

memadai. Informasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan diagnosis penyakit, tetapi juga mengenai tindakan 

medis yang akan dilakukan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta kemungkinan yang akan dihadapi pasien. 
Pemberian informasi tersebut bertujuan agar pasien memahami kondisi kesehatannya dan mampu mengambil 

keputusan secara sadar terhadap pelayanan medis yang akan diterimanya.[9] [10] 

Pemenuhan hak atas informasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi antara dokter dan pasien. 

Komunikasi yang efektif memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan keluhan, menjelaskan riwayat 

penyakit, serta memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai kondisi kesehatannya. Oleh karena itu, 

kualitas komunikasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai terpenuhinya hak pasien sebagaimana dijamin 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[3] [8] 

Hubungan antara hak pasien dan komunikasi tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan tindakan 

medis (informed consent). Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa 

setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan harus memperoleh persetujuan pasien setelah pasien menerima 

penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, indikasi tindakan, tujuan tindakan, risiko dan komplikasi yang 

mungkin terjadi, alternatif tindakan beserta risikonya, risiko apabila tindakan tidak dilakukan, serta prognosis setelah 
tindakan diberikan. Dengan demikian, informed consent bukan sekadar persetujuan administratif, melainkan 

merupakan wujud nyata pemenuhan hak pasien atas informasi.[11] [12] 

Dalam praktik pelayanan kesehatan, pemberian informasi yang memadai membutuhkan waktu konsultasi yang 

cukup. Pasien memerlukan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, mengajukan pertanyaan, dan memahami 
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penjelasan yang diberikan dokter sebelum menentukan persetujuan terhadap tindakan medis. Oleh karena itu, waktu 

pelayanan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terpenuhinya hak pasien.[11] [5] 

Praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan praktik yang 

diperbolehkan dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit mengenai jumlah tempat praktik dokter, namun mewajibkan setiap tenaga 

medis memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, 

etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 274. Adapun pengaturan mengenai 

penyelenggaraan praktik dokter, termasuk perizinan dan tempat praktik, diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Sebelum berlakunya rezim perizinan tersebut, praktik dokter pada lebih dari satu 

tempat juga telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin 

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk 

memiliki paling banyak tiga Surat Izin Praktik (SIP) pada tempat praktik yang berbeda. Dengan demikian, praktik 

dokter multi-tempat merupakan praktik yang diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan 

perizinan dan tetap melaksanakan kewajiban profesionalnya tanpa mengurangi mutu pelayanan serta pemenuhan hak-

hak pasien. 

Secara empiris, praktik dokter di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, 

keterbatasan jumlah dokter dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya dokter spesialis, 

menyebabkan satu dokter sering dibutuhkan oleh lebih dari satu rumah sakit, klinik, atau fasilitas pelayanan kesehatan 

lainnya. Kedua, pemerataan akses pelayanan kesehatan mendorong dokter membuka praktik di beberapa lokasi agar 
masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan medis. Ketiga, adanya pengaturan 

jadwal praktik yang berbeda pada masing-masing fasilitas memungkinkan dokter memberikan pelayanan kepada 

pasien di berbagai tempat tanpa melanggar ketentuan perizinan. Selain itu, faktor profesional maupun ekonomi juga 

menjadi pertimbangan, mengingat dokter sebagai tenaga profesional memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik 

sesuai kompetensinya sepanjang tetap memenuhi kewajiban hukum dan etika profesi. 

Meskipun demikian, praktik dokter pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan juga menghadapi berbagai 

kendala. Perpindahan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya dapat menyebabkan keterbatasan waktu konsultasi apabila 

jadwal praktik disusun terlalu padat. Tingginya jumlah pasien pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga 

berpotensi mengurangi durasi komunikasi antara dokter dan pasien sehingga kesempatan pasien untuk menyampaikan 

keluhan atau memperoleh penjelasan secara menyeluruh menjadi terbatas. Selain itu, dokter juga menghadapi 

tantangan berupa kelelahan fisik dan mental akibat beban kerja yang tinggi, keterlambatan kedatangan karena 
perpindahan lokasi praktik, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan sistem administrasi, rekam medis, dan 

prosedur operasional yang berbeda pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut tidak serta-merta 

menunjukkan adanya kelalaian medis, namun apabila mengakibatkan dokter tidak mampu memenuhi standar profesi, 

standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien sebagaimana 

diwajibkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka keadaan tersebut dapat 

memengaruhi terpenuhinya hak-hak pasien sebagaimana dijamin dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan. [10] [3] 

Pembagian jadwal praktik pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan berpotensi memengaruhi lamanya waktu 

konsultasi yang diperoleh pasien apabila tidak dikelola secara optimal. Jadwal praktik yang berdekatan serta tingginya 

jumlah pasien dapat menyebabkan keterbatasan waktu pelayanan sehingga memengaruhi kesempatan pasien untuk 

menyampaikan keluhan maupun memperoleh penjelasan yang memadai dari dokter. Kondisi tersebut berpotensi 

memengaruhi pemenuhan hak pasien sebagaimana dijamin dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan.[13] 

Dalam perspektif hukum kesehatan, kondisi tersebut juga berkaitan dengan konsep kelalaian medis (medical 

negligence). Kelalaian medis tidak diartikan sebagai kegagalan dokter menyembuhkan pasien, melainkan sebagai 

keadaan ketika dokter tidak melaksanakan kewajiban profesionalnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 

profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien sehingga menimbulkan atau 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, suatu tindakan medis tidak dapat langsung 

dikategorikan sebagai kelalaian hanya karena hasil pengobatan tidak sesuai harapan. Penilaiannya harus didasarkan 

pada adanya ketidaksesuaian antara tindakan dokter dengan kewajiban hukum dan standar profesi yang berlaku 

sebagai parameter normatif. Praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kondisi yang 

banyak ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Praktik tersebut dapat 

memberikan manfaat berupa meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena dokter tersedia di 
beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, pengaturan jadwal praktik harus tetap dilakukan secara baik 

agar pelayanan pada satu fasilitas tidak mengurangi kuali Dalam praktik pelayanan kesehatan, pemberian informasi 

yang memadai membutuhkan waktu konsultasi yang cukup. Pasien memerlukan kesempatan untuk menyampaikan 
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keluhan, mengajukan pertanyaan, dan memahami penjelasan yang diberikan dokter sebelum menentukan persetujuan 

terhadap tindakan medis. Oleh karena itu, waktu pelayanan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

terpenuhinya hak pasien.tas pelayanan pada fasilitas lainnya. Pelayanan kesehatan yang optimal tidak hanya diukur 

dari tindakan medis yang diberikan, tetapi juga dari waktu konsultasi, kesempatan pasien menyampaikan keluhan, 

kejelasan informasi yang diterima, kenyamanan pelayanan, serta kepastian terpenuhinya hak-hak pasien.[7] 

Berdasarkan analisis normatif tersebut, dapat dipahami bahwa praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas 

pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan praktik yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan 

sepanjang tetap memenuhi kewajiban hukum, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, 

etika profesi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak pasien. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik dokter multi-

tempat tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga perlu melihat bagaimana 

praktik tersebut dirasakan oleh pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 
Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan praktik dokter multi-tempat di Kabupaten 

Sidoarjo, penelitian ini dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 66 pasien 

yang pernah memperoleh pelayanan dari dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan 

kesehatan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui perspektif publik terhadap praktik dokter multi-tempat, 

khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Hasil pengolahan 

data tersebut disajikan dalam bentuk diagram dan dianalisis pada subbab berikut. 

 

B. Prespektif Publik Terhadap Praktik Dokter Multi-Tempat 

Perspektif publik merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian yuridis empiris karena memberikan 

gambaran mengenai bagaimana masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan memandang pelaksanaan praktik 

dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Persepsi tersebut tidak hanya mencerminkan pengalaman 
pasien selama memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi indikator untuk mengetahui apakah praktik 

dokter multi-tempat telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, perspektif publik diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 66 responden yang pernah 

memperoleh pelayanan dari dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Sidoarjo. Seluruh responden berdomisili di Kabupaten Sidoarjo sehingga data yang diperoleh sesuai 

dengan wilayah penelitian. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi 

responden terhadap beberapa indikator, yaitu pengetahuan mengenai praktik dokter multi-tempat, kemudahan 

memperoleh akses pelayanan kesehatan, kecukupan waktu konsultasi, kesempatan menyampaikan keluhan dan 

pertanyaan, kejelasan informasi yang diberikan dokter, pentingnya pengelolaan jadwal praktik dokter, serta 

pengalaman ketidaknyamanan selama menerima pelayanan kesehatan. 

Analisis terhadap setiap indikator dilakukan secara deskriptif berdasarkan kecenderungan jawaban responden. 

Hasil tersebut memberikan gambaran mengenai penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan praktik dokter multi-
tempat di Kabupaten Sidoarjo, baik dari aspek manfaat yang dirasakan maupun kendala yang masih ditemui dalam 

pelayanan kesehatan. Uraian mengenai masing-masing indikator disajikan melalui diagram dan dijelaskan secara 

bertahap sebagai berikut. 

 

 
Diagram 1. Pengetahuan responden mengenai praktik multi-tempat dokter 
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Keterangan: Persentase pada diagram dihitung berdasarkan jumlah responden sebanyak 66 orang (n = 66). 

Berdasarkan Diagram 1, mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa dokter yang memberikan pelayanan kepada 

mereka menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh 46 

responden (69,70%) yang memilih kategori Setuju, sedangkan 5 responden (7,58%) memilih kategori Sangat Setuju. 

Sementara itu, 8 responden (12,12%) memilih kategori Tidak Setuju, 4 responden (6,06%) memilih Sangat Tidak 

Setuju, dan 3 responden (4,55%) memilih kategori Netral. 

 

Apabila dilihat berdasarkan diagram, warna hijau yang menunjukkan kategori Setuju mendominasi jawaban 

responden, diikuti warna ungu yang menunjukkan Sangat Setuju. Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden yang 
memilih kategori Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju, maupun Netral. Dominasi jawaban pada kategori Setuju 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui bahwa dokter yang memberikan pelayanan kepada 

mereka menjalankan praktik di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, tingkat pengetahuan responden mengenai praktik multi-tempat dokter 

termasuk dalam kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien di Kabupaten Sidoarjo telah memahami 

bahwa seorang dokter dapat menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Pengetahuan 

tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai pola praktik dokter multi-

tempat, sehingga mereka mampu memberikan penilaian berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama menerima 

pelayanan kesehatan. Selain itu, pemahaman ini menjadi dasar yang penting dalam menilai kualitas pelayanan 

kesehatan serta pemenuhan hak-hak pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan. 
 

 
Diagram 2. Akses pelayanan melalui jadwal praktik multi tempat 

 

Keterangan: Persentase pada diagram dihitung berdasarkan jumlah responden sebanyak 66 orang (n = 66). 

Berdasarkan Diagram 2, mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa keberadaan jadwal praktik dokter di beberapa 

fasilitas pelayanan kesehatan membantu mereka memperoleh akses pelayanan kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh 45 responden (68,20%) yang memilih kategori Setuju. Selain itu, terdapat 8 responden (12,10%) yang memilih 

kategori Netral, 10 responden (15,20%) memilih Tidak Setuju, dan 3 responden (4,50%) memilih Sangat Tidak Setuju, 

sedangkan tidak terdapat responden yang memilih kategori Sangat Setuju. 

 
Apabila dilihat berdasarkan diagram, warna hijau yang menunjukkan kategori Setuju mendominasi jawaban 

responden, diikuti warna kuning yang menunjukkan Netral, warna merah yang menunjukkan Tidak Setuju, dan warna 

biru yang menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Tidak adanya responden yang memilih kategori Sangat Setuju 

menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden merasakan manfaat dari keberadaan jadwal praktik dokter di 

beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, tingkat persetujuan tersebut belum mencapai kategori yang sangat tinggi. 

Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, akses pelayanan melalui jadwal praktik multi-tempat termasuk dalam 

kategori baik, karena sebagian besar responden memberikan jawaban Setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik 

dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan masih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
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memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya pilihan tempat praktik yang berbeda, pasien memiliki alternatif 

waktu dan lokasi pelayanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga akses terhadap pelayanan 

medis menjadi lebih luas. 

Meskipun demikian, praktik multi-tempat dokter tetap memerlukan pengaturan jadwal yang baik agar kemudahan 

akses tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan maupun pemenuhan hak pasien sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian, keberadaan jadwal praktik di beberapa 

fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila disertai dengan pengelolaan waktu 

praktik yang efektif dan tetap mengutamakan mutu pelayanan kesehatan. 

 

 
Diagram 3. Kecukupan waktu konsultasi yang diberikan dokter 

 
Keterangan: Persentase pada diagram dihitung berdasarkan jumlah responden sebanyak 66 orang (n = 66). 

Berdasarkan Diagram 3, mayoritas responden menyatakan Tidak Setuju bahwa waktu konsultasi yang diberikan 

dokter sudah mencukupi. Hal tersebut ditunjukkan oleh 44 responden (66,2%) yang memilih kategori Tidak Setuju. 

Selain itu, 10 responden (15,4%) memilih kategori Netral, 8 responden (12,3%) memilih Setuju, dan 4 responden 

(6,10%) memilih Sangat Tidak Setuju, sedangkan tidak terdapat responden yang memilih kategori Sangat Setuju. 

 

Apabila dilihat berdasarkan diagram, warna merah yang menunjukkan kategori Tidak Setuju mendominasi jawaban 

responden, diikuti warna kuning yang menunjukkan Netral, warna hijau yang menunjukkan Setuju, dan warna biru 

yang menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Tidak adanya responden yang memilih kategori Sangat Setuju menunjukkan 

bahwa sebagian besar pasien belum merasa memperoleh waktu konsultasi yang memadai selama menerima pelayanan 

kesehatan. 
Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, kecukupan waktu konsultasi yang diberikan dokter termasuk dalam 

kategori kurang baik, karena sebagian besar responden memberikan jawaban Tidak Setuju. Hasil ini menunjukkan 

bahwa mayoritas pasien masih merasa waktu konsultasi yang diberikan dokter belum mencukupi untuk 

menyampaikan keluhan, memperoleh penjelasan mengenai kondisi kesehatannya, serta memahami informasi medis 

yang diberikan secara menyeluruh. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa kecukupan waktu konsultasi masih menjadi salah satu aspek yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun 

praktik multi-tempat dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pengaturan waktu pelayanan 

harus dilakukan secara optimal agar setiap pasien memperoleh kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi dan 

menerima informasi medis yang jelas. Dengan demikian, hak pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang 

memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat terpenuhi secara 

maksimal. 
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Diagram 4. Kesempatan pasien menyampaikan keluhan dan pertanyaan 

 

Keterangan: Persentase pada diagram dihitung berdasarkan jumlah responden sebanyak 66 orang (n = 66). 

Berdasarkan Diagram 4, mayoritas responden memilih kategori Netral terhadap pernyataan bahwa mereka 

memperoleh kesempatan yang memadai untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter selama proses 

pelayanan kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh 44 responden (66,2%) yang memilih kategori Netral. Selain itu, 

12 responden (18,5%) memilih kategori Setuju, 5 responden (7,7%) memilih Sangat Setuju, 3 responden (4,5%) 

memilih Tidak Setuju, dan 2 responden (3,1%) memilih Sangat Tidak Setuju. 

 
Apabila dilihat berdasarkan diagram, warna kuning yang menunjukkan kategori Netral mendominasi jawaban 

responden, diikuti warna hijau yang menunjukkan Setuju, warna ungu yang menunjukkan Sangat Setuju, warna merah 

yang menunjukkan Tidak Setuju, dan warna biru yang menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Dominasi jawaban pada 

kategori Netral menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa telah memperoleh kesempatan untuk 

menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter, tetapi kesempatan tersebut belum dirasakan sepenuhnya 

memadai atau optimal. 

Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, kesempatan pasien untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan 

termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi antara dokter dan pasien telah 

berlangsung, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar setiap pasien memperoleh kesempatan yang lebih 

memadai dalam menyampaikan kondisi kesehatannya, mengajukan pertanyaan, dan menerima penjelasan yang 

dibutuhkan. 
Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, 

kecukupan waktu pelayanan dan pengelolaan jadwal praktik menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas 

komunikasi antara dokter dan pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waktu pelayanan yang lebih baik agar 

setiap pasien memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan keluhan serta memperoleh informasi yang jelas 

mengenai kondisi kesehatannya. Dengan demikian, hak pasien untuk berkomunikasi, menyampaikan keluhan, dan 

memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat 

terpenuhi secara lebih optimal. 
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Diagram 5. Pengelolaan jadwal praktik dokter 

 

Keterangan: Persentase pada diagram dihitung berdasarkan jumlah responden sebanyak 66 orang (n = 66). 

Berdasarkan Diagram 5, mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa pengelolaan jadwal praktik dokter yang 

menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh 38 responden (75,4%) yang memilih kategori Setuju, sedangkan 23 responden (12,3%) memilih 

kategori Sangat Setuju. Selain itu, 3 responden (4,5%) memilih kategori Netral, sedangkan masing-masing 1 

responden (1,5%) memilih kategori Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. 

 

Apabila dilihat berdasarkan diagram, warna hijau yang menunjukkan kategori Setuju mendominasi jawaban 
responden, diikuti warna ungu yang menunjukkan Sangat Setuju, warna kuning yang menunjukkan Netral, serta warna 

merah dan biru yang masing-masing menunjukkan kategori Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Dominasi jawaban 

pada kategori Setuju dan Sangat Setuju menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memandang pengelolaan 

jadwal praktik dokter sebagai faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, pengelolaan jadwal praktik dokter termasuk dalam kategori baik, 

karena sebagian besar responden memberikan jawaban Setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memandang 

pengaturan jadwal praktik dokter sebagai faktor penting dalam mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, 

khususnya bagi dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan 

jadwal yang baik memberikan kepastian mengenai waktu pelayanan sehingga pasien dapat memperoleh layanan 

kesehatan secara lebih teratur dan efisien. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan jadwal praktik yang efektif dapat membantu menjaga mutu 
pelayanan kesehatan, mengurangi risiko keterlambatan maupun perubahan jadwal praktik, serta meningkatkan 

kenyamanan pasien dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara dokter dan 

fasilitas pelayanan kesehatan agar jadwal praktik dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, 

pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara optimal dan hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat terpenuhi secara lebih 

efektif. 
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Diagram 6. Pengalaman ketidaknyamanan pasien 

 

Keterangan: Persentase pada diagram dihitung berdasarkan jumlah responden sebanyak 66 orang (n = 66). 

Berdasarkan Diagram 6, mayoritas responden menyatakan Setuju bahwa mereka pernah mengalami 

ketidaknyamanan selama memperoleh pelayanan dari dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas 

pelayanan kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh 41 responden (63,1%) yang memilih kategori Setuju, sedangkan 

4 responden (6,6%) memilih kategori Sangat Setuju. Selain itu, 16 responden (12,3%) memilih kategori Netral, 4 

responden (6,6%) memilih Tidak Setuju, dan 1 responden (1,5%) memilih Sangat Tidak Setuju. 

 
Apabila dilihat berdasarkan diagram, warna hijau yang menunjukkan kategori Setuju mendominasi jawaban 

responden, diikuti warna kuning yang menunjukkan Netral, sedangkan kategori Sangat Setuju dan Tidak Setuju 

masing-masing dipilih oleh 4 responden (6,6%), serta kategori Sangat Tidak Setuju dipilih oleh 1 responden (1,5%). 

Dominasi jawaban pada kategori Setuju menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami 

ketidaknyamanan selama menerima pelayanan kesehatan dari dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan kecenderungan jawaban tersebut, pengalaman ketidaknyamanan pasien menunjukkan bahwa 

pelaksanaan praktik dokter multi-tempat masih berpotensi memengaruhi kualitas pengalaman pasien dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan. Ketidaknyamanan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

perubahan jadwal praktik dokter, keterlambatan pelayanan, waktu tunggu yang lebih lama, maupun keterbatasan 

waktu konsultasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan 
tindakan medis, tetapi juga oleh aspek kenyamanan, kepastian waktu pelayanan, dan efektivitas komunikasi antara 

dokter dan pasien. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan 

dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pelaksanaannya tetap memerlukan pengelolaan 

jadwal yang baik agar tidak mengurangi kenyamanan pasien. Oleh karena itu, koordinasi antara dokter dan fasilitas 

pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan sehingga pelayanan dapat diberikan secara tepat waktu, efektif, dan tetap 

memenuhi hak pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

khususnya hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan medis. 

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak pasien terhadap praktik dokter yang menjalankan 

praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, hasil kuesioner dianalisis dengan 

mengaitkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan 

kecenderungan jawaban responden pada setiap indikator penelitian, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum 

yang mengatur hak pasien dan kewajiban tenaga medis guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan 

pelaksanaannya dalam praktik pelayanan kesehatan. 
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Berdasarkan hasil analisis pada setiap diagram, dapat diketahui bahwa perspektif publik terhadap praktik dokter 

yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan 

penilaian yang beragam. Sebagian besar responden menilai bahwa praktik dokter multi-tempat memberikan 

kemudahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan serta memandang pengelolaan jadwal praktik sebagai 

aspek yang penting. Namun demikian, responden juga mengemukakan beberapa aspek yang masih memerlukan 

perhatian, khususnya berkaitan dengan kecukupan waktu konsultasi, kesempatan menyampaikan keluhan dan 

pertanyaan, serta pengalaman ketidaknyamanan selama menerima pelayanan kesehatan. 

Temuan empiris tersebut selanjutnya dianalisis secara lebih komprehensif dengan mengaitkannya pada ketentuan 

hukum yang mengatur hak pasien dan kewajiban tenaga medis, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Analisis ini bertujuan untuk 

menilai sejauh mana pelaksanaan praktik dokter multi-tempat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta 
memberikan perlindungan terhadap hak pasien. Adapun hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Analisis Perlindungan Hak Pasien Berdasarkan Dasar hukum dan Hasil Kuesioner di Kabupaten 

Sidoarjo 

No Dasar Hukum 

dan Pasal 

Bentuk 

Perlindungan 

Hak Pasien 

Hasil Kuesioner Sebagai 

data Pendukung 

Analisis 

1 UUD 1945 Pasal 

28H ayat (1) 

Hak setiap orang 

untuk 

memperoleh 

pelayanan 

kesehatan. 

Berdasarkan hasil kuesioner, 

pemenuhan hak memperoleh 

pelayanan kesehatan berada 

pada indikator Cukup Baik. 

Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa 

mayoritas responden telah 

memperoleh pelayanan 

kesehatan sesuai haknya, 

meskipun pelaksanaannya 

masih memerlukan 

peningkatan pada beberapa 
aspek pelayanan. 

Pelayanan kesehatan secara 

umum telah diperoleh 

pasien, namun kualitas 

pelaksanaannya masih 

memerlukan peningkatan 

pada beberapa aspek 

pelayanan. 

2 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 276 

huruf a 

Hak pasien 

memperoleh 

informasi 

mengenai 

kesehatan 

dirinya. 

Berdasarkan hasil kuesioner, 

kesempatan pasien untuk 

menyampaikan keluhan dan 

pertanyaan kepada dokter 

berada pada indikator Cukup 

Baik. Temuan ini 

menunjukkan bahwa 
komunikasi antara dokter dan 

pasien telah berjalan dengan 

cukup baik, meskipun masih 

terdapat ruang untuk 

meningkatkan kesempatan 

pasien dalam menyampaikan 

keluhan secara lebih optimal. 

Pasien telah memperoleh 

kesempatan untuk 

menyampaikan kondisi 

kesehatannya, namun 

kesempatan tersebut belum 

dirasakan optimal oleh 

seluruh responden. 

3 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 276 

huruf b 

Hak memperoleh 

penjelasan yang 

memadai 

mengenai 

pelayanan 

kesehatan. 

Mayoritas responden 

menyatakan bahwa 

penjelasan dokter mudah 

dipahami, tetapi sebagian 

besar responden juga menilai 

waktu konsultasi belum 

mencukupi. (Cukup Baik) 

Penjelasan dokter pada 

umumnya dapat dipahami, 

namun keterbatasan waktu 

konsultasi berpotensi 

mengurangi optimalnya 

pemenuhan hak pasien 

untuk memperoleh 

informasi yang memadai. 



14 | Page 

 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the 

Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are 

credited, and the preprint server is cited per academic standards. 

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply 

with these terms is not permitted. 

4 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 276 

huruf c 

Hak memperoleh 

pelayanan sesuai 

kebutuhan 

medis, standar 

profesi, dan 

pelayanan yang 

bermutu. 

Mayoritas responden 

menyatakan bahwa 

pelayanan telah memenuhi 

kebutuhan kesehatan mereka. 

(Cukup Baik) 

Pelayanan kesehatan pada 

umumnya telah memenuhi 

kebutuhan pasien, tetapi 

mutu pelayanan tetap perlu 

ditingkatkan agar sesuai 

dengan harapan seluruh 

pasien 

5 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 274 
Kewajiban 

tenaga medis 

memberikan 

pelayanan 

sesuai standar 

profesi, 

standar 

pelayanan, 

prosedur 

operasional, 

etika profesi, 

dan 

kebutuhan 

pasien. 

Mayoritas responden menilai 

pengaturan jadwal praktik 

dokter merupakan aspek 

yang penting dalam 

pelayanan kesehatan. 

(Setuju) 

Pengelolaan jadwal praktik 

menjadi salah satu faktor 

yang mendukung 

kelancaran pelayanan dan 

pemenuhan standar 

pelayanan kesehatan. 

6 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 293 

Persetujuan 

tindakan 

pelayanan 

kesehatan 
diberikan setelah 

pasien 

memperoleh 

penjelasan yang 

memadai. 

Mayoritas responden 

menyatakan penjelasan 

dokter dapat dipahami, 

namun waktu konsultasi 
masih dirasakan belum 

mencukupi. (Kurang baik) 

Keterbatasan waktu 

konsultasi tidak secara 

langsung menunjukkan 

tidak terpenuhinya 
informed consent, tetapi 

dapat memengaruhi proses 

pemberian informasi 

kepada pasien. 

7 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 274 
dan Pasal 276 

huruf c 

Pelayanan harus 

diberikan sesuai 
kebutuhan 

pasien dan 

memenuhi 

standar 

pelayanan yang 

bermutu. 

Mayoritas responden 

menyatakan bahwa 
pengaturan jadwal praktik 

dokter merupakan aspek 

penting dalam menjaga mutu 

pelayanan. (setuju) 

Pengelolaan jadwal praktik 

yang baik mendukung 
kualitas pelayanan dan 

membantu memenuhi hak 

pasien. 

8 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 276 
huruf c 

Hak pasien 

memperoleh 
pelayanan 

kesehatan yang 

bermutu. 

Mayoritas responden 

menyatakan pernah 
mengalami ketidaknyamanan 

yang berkaitan dengan 

pengaturan jadwal pelayanan 

dokter. (Kurang baik) 

Pengalaman 

ketidaknyamanan 
menunjukkan bahwa 

pengaturan jadwal praktik 

masih menjadi faktor yang 

memengaruhi kenyamanan 

dan kualitas pelayanan 

kesehatan. 

9 UU No. 17 Tahun 

2023 Pasal 276 

Perlindungan 

hak pasien dalam 
memperoleh 

informasi, 

Mayoritas responden 

menyatakan bahwa hak 
pasien pada umumnya telah 

terpenuhi, meskipun masih 

Perlindungan hak pasien 

telah dilaksanakan, namun 
masih diperlukan upaya 

peningkatan agar seluruh 
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penjelasan, dan 

pelayanan 

kesehatan yang 

bermutu. 

terdapat kendala pada waktu 

konsultasi dan pengaturan 

jadwal pelayanan. (Cukup 

Baik) 

hak pasien dapat terpenuhi 

secara optimal. 

Sumber: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan, dan data primer hasil kuesioner yang diolah, 2026. 

 

Keterangan: Analisis pada tabel ini disusun berdasarkan keterkaitan antara ketentuan hukum mengenai 
perlindungan hak pasien dengan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator penelitian. Hasil 

kuesioner digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam 

praktik dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. 

 

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa perlindungan hak pasien secara normatif 

telah diatur melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan 

tersebut memberikan kepastian mengenai hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, 

memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan yang memadai, serta memperoleh 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Namun, apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan hasil kuesioner yang 

diperoleh dari 66 responden di Kabupaten Sidoarjo, masih ditemukan beberapa aspek pelayanan yang memerlukan 

perhatian, terutama berkaitan dengan kecukupan waktu konsultasi, kesempatan pasien untuk menyampaikan keluhan, 
dan pengaturan jadwal praktik dokter. [13]  

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kurang baik bahwa waktu konsultasi yang 

diberikan dokter telah mencukupi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pasien masih merasa waktu 

konsultasi belum memadai untuk menyampaikan keluhan maupun memperoleh penjelasan mengenai kondisi 

kesehatannya secara menyeluruh. Padahal, waktu konsultasi merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan 

karena melalui proses tersebut pasien dapat menjelaskan riwayat penyakit, menyampaikan keluhan, serta memperoleh 

informasi mengenai diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang akan dilakukan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 

276 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasien berhak memperoleh 

informasi mengenai kondisi kesehatannya dan mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan 

yang diterimanya. Oleh karena itu, kecukupan waktu konsultasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar 

pemenuhan hak tersebut dapat terlaksana secara optimal. [14] [13] Berbeda dengan kecukupan waktu konsultasi, hasil 

kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban netral terhadap kesempatan untuk 
menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter. Sementara itu, mayoritas responden juga menilai bahwa 

penjelasan yang diberikan dokter mengenai penyakit, pengobatan, maupun tindakan medis telah dapat dipahami 

dengan baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara dokter dan pasien pada dasarnya telah 

berlangsung, namun belum seluruh pasien merasakan kesempatan yang optimal untuk menyampaikan keluhan 

maupun memperoleh penjelasan secara lebih mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien atas 

informasi tidak hanya bergantung pada adanya komunikasi antara dokter dan pasien, tetapi juga dipengaruhi oleh 

kecukupan waktu pelayanan yang tersedia. [15]  

Ketentuan mengenai pemberian informasi tersebut berkaitan dengan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (informed consent). 

Sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis, pasien harus memperoleh penjelasan yang memadai 

mengenai diagnosis, tindakan medis, manfaat, risiko, serta alternatif pelayanan yang tersedia. Berdasarkan hasil 
penelitian, keterbatasan waktu konsultasi tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap 

ketentuan informed consent. Namun demikian, waktu konsultasi yang terbatas berpotensi memengaruhi proses 

penyampaian informasi kepada pasien sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan praktik dokter pada lebih 

dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. [16]  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan pelayanan yang diberikan dokter telah 

memenuhi kebutuhan kesehatan mereka serta sesuai dengan harapan pasien. Apabila dikaitkan dengan Pasal 276 huruf 

c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hasil tersebut menunjukkan bahwa hak pasien untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan pelayanan yang bermutu pada umumnya telah 

terpenuhi. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan agar seluruh pasien dapat 

merasakan pelayanan yang optimal. [8] 

Dalam kaitannya dengan praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, mayoritas responden 

menyatakan bahwa pengelolaan jadwal praktik dokter merupakan aspek yang penting. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa pengaturan jadwal praktik yang baik dipandang mampu mendukung kelancaran pelayanan kesehatan serta 

memberikan kepastian waktu pelayanan kepada pasien. Namun, pada indikator pengalaman ketidaknyamanan, 

mayoritas responden juga menyatakan pernah mengalami ketidaknyamanan selama memperoleh pelayanan kesehatan. 
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Ketidaknyamanan tersebut dapat berkaitan dengan perubahan jadwal praktik, keterlambatan pelayanan, maupun 

waktu tunggu yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan jadwal praktik masih menjadi salah satu faktor 

yang memengaruhi kenyamanan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan.[15] 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang tidak mengatur secara khusus mengenai 

pembagian waktu dokter yang menjalankan praktik pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, Pasal 274 

mewajibkan tenaga medis memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar 

prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Selain itu, Pasal 276 memberikan jaminan bahwa 

setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena itu, pengelolaan jadwal praktik 

dokter dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban tenaga medis sekaligus melindungi hak 

pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.[14]  
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui adanya praktik 

dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan dan menilai bahwa praktik tersebut memberikan kemudahan 

dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan 

perhatian, terutama berkaitan dengan kecukupan waktu konsultasi, kesempatan pasien untuk menyampaikan keluhan, 

dan pengalaman ketidaknyamanan selama memperoleh pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik 

multi-tempat dokter tidak selalu memberikan dampak negatif, tetapi pelaksanaannya perlu didukung oleh pengelolaan 

waktu dan jadwal pelayanan yang baik agar tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diterima pasien. [3] [13] 

Kepastian hukum mengenai perlindungan hak pasien di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah memiliki dasar 

hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 274 mengatur kewajiban 

tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan, Pasal 276 mengatur hak pasien, Pasal 277 mengatur kewajiban 

pasien, sedangkan Pasal 293 mengatur perlindungan pasien dalam proses persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hak pasien telah memperoleh perlindungan hukum yang 

memadai. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak pasien dalam praktik masih 

memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek kecukupan waktu konsultasi, pengelolaan jadwal praktik dokter, dan 

kualitas komunikasi antara dokter dengan pasien. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, praktik dokter pada lebih dari 

satu fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat secara langsung dinyatakan bertentangan dengan hak pasien. Praktik 

tersebut justru dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan apabila dilaksanakan dengan 

pengaturan jadwal yang baik dan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Sebaliknya, apabila pembagian jadwal 

praktik menyebabkan berkurangnya waktu konsultasi, terbatasnya kesempatan pasien memperoleh informasi, atau 

menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelayanan, maka kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak pasien 

sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, 

perlindungan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo perlu diarahkan pada pengelolaan 
waktu pelayanan yang memadai, pemberian informasi yang jelas, serta pengaturan jadwal praktik yang efektif agar 

setiap pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. [15] [13]  

 

C. Perspektif Dokter terhadap Pemenuhan Hak Pasien dalam Praktik Multi-Tempat 

Pemenuhan hak pasien dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada tersedianya tenaga medis, tetapi 

juga dipengaruhi oleh kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar 

pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Kewajiban tersebut 

telah diatur dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Pasal 276 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan yang memadai, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang 

sesuai dengan kebutuhan medis dan bermutu.[3] 
Untuk mengetahui bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam praktik, penelitian ini melakukan 

wawancara terhadap lima dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan praktik multi-tempat, 

kendala yang dihadapi dokter, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak pasien selama memberikan pelayanan 

kesehatan. 

Berdasarkan hasil wawancara, para dokter menjelaskan bahwa praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan 

kesehatan pada dasarnya tidak mengurangi kualitas pelayanan sepanjang jadwal praktik disusun secara proporsional 

dan disesuaikan dengan kemampuan dokter. Menurut narasumber, pengaturan waktu merupakan faktor yang sangat 

menentukan karena dokter harus menyesuaikan jadwal pelayanan pada setiap fasilitas kesehatan agar tidak terjadi 

keterlambatan maupun benturan waktu praktik. Oleh karena itu, pengelolaan jadwal yang baik menjadi salah satu 

upaya utama dalam menjaga mutu pelayanan dan memenuhi hak pasien. [17] 
Para narasumber juga menjelaskan bahwa jumlah pasien yang cukup banyak pada setiap fasilitas pelayanan 

kesehatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan praktik multi-tempat. Kondisi tersebut menyebabkan waktu 

konsultasi harus disesuaikan dengan jumlah pasien yang menunggu pelayanan. Meskipun demikian, dokter tetap 
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berupaya memberikan kesempatan kepada setiap pasien untuk menyampaikan keluhan, memperoleh penjelasan 

mengenai kondisi kesehatannya, serta memahami tindakan medis yang akan dilakukan. Upaya tersebut merupakan 

bentuk pelaksanaan kewajiban dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 274 dan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan. [3] [17] 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa beban kerja dokter menjadi salah satu faktor yang memengaruhi 

pelaksanaan pelayanan kesehatan. Perpindahan antar fasilitas pelayanan kesehatan, tingginya jumlah pasien, lamanya 

jam pelayanan, serta keterbatasan waktu istirahat berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Menurut 

para dokter, kondisi tersebut dapat memengaruhi konsentrasi dan ketelitian dalam memberikan pelayanan kesehatan 

apabila tidak diimbangi dengan pengaturan waktu yang baik. Namun demikian, para narasumber menegaskan bahwa 

kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kelalaian medis, karena setiap pelayanan tetap 

dilakukan berdasarkan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang berlaku. 
Selain faktor yang berasal dari diri dokter, hasil wawancara menunjukkan adanya faktor eksternal yang turut 

memengaruhi pemenuhan hak pasien. Faktor tersebut meliputi ketersediaan tenaga medis, sistem manajemen fasilitas 

pelayanan kesehatan, mekanisme antrean pasien, koordinasi antar tenaga kesehatan, serta penyampaian informasi 

mengenai perubahan jadwal pelayanan. Menurut para dokter, praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan 

dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis. Akan tetapi, manfaat 

tersebut hanya dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pengelolaan pelayanan yang baik, termasuk koordinasi 

jadwal praktik dan penyampaian informasi yang jelas kepada pasien.[17] 

Perspektif dokter tersebut pada dasarnya sejalan dengan hasil kuesioner yang diperoleh dari 66 responden pasien. 

Mayoritas responden menilai bahwa pengaturan jadwal praktik merupakan aspek yang penting dalam pelayanan 

kesehatan, namun masih terdapat responden yang merasa waktu konsultasi belum mencukupi dan pernah mengalami 

ketidaknyamanan akibat pengaturan jadwal pelayanan. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala 
dalam praktik dokter multi-tempat bukan disebabkan oleh banyaknya tempat praktik dokter, melainkan lebih 

dipengaruhi oleh pengelolaan waktu pelayanan, beban kerja dokter, serta sistem manajemen fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktik multi-tempat pada dasarnya telah 

diupayakan tetap mengacu pada standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, serta 

kebutuhan kesehatan pasien. Meskipun demikian, para narasumber juga mengemukakan berbagai kendala dalam 

pelaksanaannya, antara lain pengaturan jadwal praktik, tingginya jumlah pasien, beban kerja, serta sistem manajemen 

fasilitas pelayanan kesehatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pemenuhan hak pasien. [15] 

Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktik dokter multi-tempat dari perspektif tenaga 

medis. Namun, untuk menilai apakah pelaksanaan praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

diperlukan analisis yang membandingkan norma hukum dengan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Analisis 
tersebut dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara kewajiban tenaga medis dan hak pasien sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui 

kuesioner kepada 66 pasien dan wawancara terhadap lima dokter. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana 

perlindungan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis kesesuaian perlindungan hak 

pasien antara ketentuan hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein) dalam penyelenggaraan praktik dokter 

pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. 

 

D. Analisis Kesesuaian Perlindungan Hak Pasien antara Ketentuan Hukum dan Praktik di Lapangan 

Perlindungan terhadap hak pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 
Pasal 274 mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, 

standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Kewajiban 

tersebut berkaitan dengan hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 276, yaitu hak untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan mengenai pelayanan kesehatan yang diterima, serta 

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan bermutu. Selain itu, Pasal 293 juga memberikan 

perlindungan kepada pasien melalui ketentuan mengenai persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (informed 

consent). 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelayanan kesehatan seharusnya menempatkan kepentingan pasien sebagai 

prioritas utama. Tanggung jawadokter tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dan pemberian tindakan medis, tetapi 

juga mencakup pemberian informasi yang memadai, kesempatan bagi pasien untuk menyampaikan keluhan, serta 

komunikasi yang baik selama proses pelayanan. Kewajiban tersebut tetap melekat pada dokter yang menjalankan 

praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga praktik multi-tempat tidak seharusnya mengurangi 
kualitas pelayanan maupun pemenuhan hak pasien. [8] [18] 
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Kondisi yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien secara umum telah 

berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian. Berdasarkan hasil 

kuesioner terhadap 66 responden, mayoritas responden memberikan jawaban Netral terhadap pemenuhan hak pasien 

secara keseluruhan sehingga termasuk dalam indikator Cukup Baik. Demikian pula terhadap pemenuhan kebutuhan 

kesehatan pasien dan kesesuaian pelayanan dengan harapan pasien, mayoritas responden memberikan penilaian yang 

menunjukkan indikator Cukup Baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diterima pasien 

pada umumnya telah memenuhi kebutuhan mereka, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas 

pelayanan. 

Penilaian yang relatif positif juga terlihat pada aspek komunikasi antara dokter dan pasien. Hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban Netral terhadap kesempatan untuk menyampaikan 
keluhan dan pertanyaan kepada dokter sehingga termasuk dalam indikator Cukup Baik. Sementara itu, mayoritas 

responden menyatakan Setuju bahwa penjelasan dokter mengenai penyakit, pengobatan, maupun tindakan medis 

mudah dipahami sehingga termasuk dalam indikator Baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara 

dokter dan pasien pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan hak pasien untuk memperoleh 

informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan hukum. Mayoritas responden menyatakan Tidak Setuju bahwa waktu konsultasi yang diberikan 

dokter telah mencukupi sehingga aspek tersebut termasuk dalam indikator Kurang Baik. Selain itu, mayoritas 

responden menyatakan pernah mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan dengan pengaturan jadwal pelayanan 

sehingga kondisi tersebut juga termasuk dalam indikator Kurang Baik. Di sisi lain, mayoritas responden menyatakan 

Setuju bahwa pengaturan jadwal praktik dokter merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan sehingga termasuk dalam indikator Baik.[9] [15]  

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam praktik multi-tempat tidak semata-mata berkaitan dengan 

jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tempat dokter menjalankan praktik, melainkan lebih dipengaruhi oleh bagaimana 

waktu dan jadwal pelayanan dikelola. Secara normatif, Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan mewajibkan tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan kebutuhan kesehatan pasien. 

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pasien yang merasa waktu konsultasi belum 

mencukupi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesempatan pasien dalam menjelaskan keluhan secara lebih rinci 

maupun memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kondisi kesehatannya.[19] [16] [17] 

Hasil kuesioner tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara terhadap dokter yang menjalankan 

praktik pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, praktik multi-tempat dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis. Narasumber menjelaskan bahwa praktik pada 
beberapa fasilitas pelayanan kesehatan masih dapat dilaksanakan dengan baik apabila jadwal praktik disusun secara 

proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan. Namun demikian, 

narasumber juga mengakui bahwa padatnya jadwal praktik, tingginya jumlah pasien, perpindahan dari satu fasilitas 

pelayanan kesehatan ke fasilitas lainnya, serta tindakan medis yang membutuhkan waktu lebih lama dapat 

mempengaruhi jadwal pelayanan berikutnya. Selain itu, keterbatasan waktu istirahat juga berpotensi menyebabkan 

kelelahan yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun konsentrasi dokter dalam memberikan pelayanan. Apabila 

dikaitkan dengan Pasal 274 dan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kondisi tersebut 

menjadi penting karena tenaga medis tetap berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, sedangkan 

pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan medis. 

Dengan demikian, yang perlu menjadi perhatian bukanlah banyaknya tempat praktik dokter, melainkan bagaimana 

pelayanan pada setiap tempat praktik tetap memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.[15] [17] [8] 
Aspek kecukupan waktu konsultasi juga berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa persetujuan tindakan pelayanan kesehatan diberikan setelah 

pasien memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil 

penelitian, keterbatasan waktu konsultasi tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan informed consent. Akan tetapi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian 

informasi yang memadai memerlukan komunikasi yang efektif serta waktu konsultasi yang cukup agar pasien benar-

benar memahami kondisi kesehatannya dan tindakan medis yang akan diterimanya. 

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan hukum, hasil kuesioner, dan hasil wawancara dokter, dapat diketahui 

bahwa perlindungan hak pasien dalam praktik multi-tempat dokter di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki dasar hukum 

yang jelas dan secara umum telah diterapkan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek 

yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kecukupan waktu konsultasi, pengelolaan jadwal praktik dokter, serta sistem 
pelayanan pada fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan praktik multi-tempat tidak hanya 

bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga pada pengelolaan waktu pelayanan, koordinasi 
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antar fasilitas pelayanan kesehatan, serta komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien agar hak pasien dapat 

terpenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. [7] [5] 

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum, data kuesioner pasien, dan hasil wawancara dokter, 

diketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun 

terdapat pula aspek yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Untuk memperjelas hubungan antara 

aturan hukum dan kondisi pelayanan di lapangan, perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pasien terhadap Praktik Multi-Tempat Dokter di 

Kabupaten Sidoarjo 

Jenis 

Faktor 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Dasar Hukum 

dan Pasal 

Terkait 

Hasil Kuesioner Pasien Hasil Wawancara 

Dokter 

Internal Pengaturan 

waktu dan 

jadwal praktik 

dokter 

Pasal 274 UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Mayoritas responden 

menyatakan Setuju bahwa 

pengaturan jadwal praktik 

dokter merupakan hal 

yang penting dalam 

pelayanan kesehatan. 
Indikator: Baik. 

Dokter menjelaskan 

bahwa praktik di 

beberapa fasilitas dapat 

dilakukan apabila jadwal 

disusun secara 

proporsional dan 
disesuaikan dengan 

kemampuan dokter. 

Internal Kecukupan 

waktu konsultasi 

Pasal 276 

huruf a dan 

huruf b UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Mayoritas responden 

menyatakan Tidak Setuju 

bahwa waktu konsultasi 

yang diberikan dokter 

telah mencukupi. 
Berdasarkan 

kecenderungan jawaban 

tersebut, kecukupan 

waktu konsultasi 

termasuk dalam indikator 

Kurang Baik. 

Jumlah pasien dan 

padatnya jadwal menjadi 

tantangan dalam 

membagi waktu 

konsultasi kepada setiap 
pasien 

Internal Komunikasi 

dokter dan 
pasien 

Pasal 276 

huruf a dan 
huruf b jo. 

Pasal 293 UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Mayoritas responden 

memberikan jawaban 
Netral terhadap 

kesempatan untuk 

menyampaikan keluhan 

dan pertanyaan kepada 

dokter sehingga termasuk 

dalam indikator Cukup 

Baik. Sementara itu, 

mayoritas responden 

menyatakan Setuju bahwa 

penjelasan dokter 

mengenai penyakit, 
pengobatan, dan tindakan 

medis mudah dipahami 

sehingga termasuk dalam 

indikator Baik. 

Dokter tetap berupaya 

memberikan penjelasan 
sesuai kebutuhan pasien 

meskipun menghadapi 

jadwal pelayanan yang 

padat 

Internal Beban kerja 

dokter 

Pasal 274 UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Mayoritas responden 

menyatakan Tidak Setuju 

bahwa waktu konsultasi 

yang diberikan dokter 
telah mencukupi sehingga 

Perpindahan tempat 

praktik, jumlah pasien 

yang tinggi, dan jadwal 

yang berdekatan dapat 
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termasuk dalam indikator 

Kurang Baik. Sementara 

itu, mayoritas responden 

menyatakan Setuju bahwa 

mereka pernah 

mengalami 

ketidaknyamanan yang 

berkaitan dengan jadwal 
praktik dokter, sehingga 

kondisi tersebut juga 

menunjukkan indikator 

Kurang Baik karena 

masih terdapat 

permasalahan dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. 

meningkatkan beban 

kerja 

Internal Kelelahan fisik 

dan mental 

dokter 

Pasal 274 jo. 

Pasal 276 

huruf c UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Tidak diukur melalui satu 

indikator secara khusus, 

tetapi dianalisis 

berdasarkan 

kecenderungan jawaban 

responden mengenai 

kecukupan waktu 

konsultasi dan pengaturan 

jadwal praktik dokter. 

Jam kerja yang panjang 

dan keterbatasan waktu 

istirahat dapat 

menyebabkan kelelahan 

fisik maupun mental 

Eksternal Ketersediaan 

tenaga medis 

Pasal 276 

huruf c UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Mayoritas responden 

memberikan jawaban 

Netral mengenai praktik 

dokter pada lebih dari 

satu fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam 

mendukung pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan 

kecenderungan jawaban 
tersebut, praktik multi-

tempat dokter termasuk 

dalam indikator Cukup 

Baik. 

Praktik multi-tempat 

dilakukan salah satunya 

untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan medis 

Eksternal Sistem 

manajemen 

fasilitas 

pelayanan 
kesehatan 

Pasal 274 jo. 

Pasal 276 

huruf c UU 

No. 17 Tahun 
2023 

Mayoritas responden 

menyatakan Setuju bahwa 

pengaturan jadwal praktik 

dokter merupakan aspek 
yang penting (Indikator: 

Baik). Di sisi lain, 

mayoritas responden juga 

menyatakan Setuju 

pernah mengalami 

ketidaknyamanan yang 

berkaitan dengan jadwal 

praktik dokter (Indikator: 

Kurang Baik). 

Setiap fasilitas pelayanan 

kesehatan memiliki 

jumlah pasien dan 

mekanisme pengaturan 
pelayanan yang berbeda 

Eksternal Penyampaian 

informasi 

Pasal 276 UU 

No. 17 Tahun 

2023 

Mayoritas responden 

menyatakan pernah 

mengalami 

Perubahan waktu 

pelayanan dapat terjadi 

karena kondisi pelayanan 
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perubahan 

jadwal 

ketidaknyamanan yang 

berkaitan dengan 

pengaturan jadwal 

pelayanan. Indikator: 

Kurang Baik. 

pada fasilitas kesehatan 

sebelumnya 

Eksternal Pembinaan dan 

pengawasan 

pelayanan 

kesehatan 

Ketentuan 

pembinaan dan 

pengawasan 

dalam UU No. 

17 Tahun 2023 

Hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa 

mayoritas responden 

memberikan jawaban 

Netral terhadap 

pemenuhan hak pasien 

secara keseluruhan. Hal 

ini menunjukkan bahwa 

pemenuhan hak pasien 

dalam pelayanan 

kesehatan di Kabupaten 

Sidoarjo berada pada 
indikator Cukup Baik. 

Meskipun hak-hak pasien 

pada umumnya telah 

terpenuhi, masih terdapat 

beberapa aspek yang 

memerlukan peningkatan, 

terutama terkait 

kecukupan waktu 

konsultasi dan 

pengelolaan jadwal 

praktik dokter. 

Pelaksanaan praktik 

dokter tetap harus 

mengikuti standar 

pelayanan dan 

mekanisme fasilitas 

pelayanan kesehatan 

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan data primer hasil kuesioner pasien serta 

wawancara dokter yang diolah oleh peneliti, 2026. 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah 

memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak pasien dan kewajiban tenaga medis dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. Namun, apabila ketentuan tersebut dibandingkan dengan hasil kuesioner pasien dan hasil 

wawancara dokter di Kabupaten Sidoarjo, masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana secara optimal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien secara keseluruhan berada pada indikator Cukup Baik. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama kecukupan waktu 

konsultasi yang berada pada indikator Kurang Baik serta pengalaman ketidaknyamanan pasien terkait pengaturan 
jadwal pelayanan yang berada pada indikator Cukup Baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama 

bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik pelayanan 

kesehatan sehari-hari.[3] 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan kepastian mengenai kewajiban 

tenaga medis dan hak pasien. Akan tetapi, dalam praktik dokter yang menjalankan pelayanan pada lebih dari satu 

fasilitas pelayanan kesehatan, pengaturan mengenai pembagian beban kerja dan jadwal praktik belum diatur secara 

rinci. Akibatnya, pengaturan jadwal praktik lebih banyak disesuaikan dengan kondisi dokter dan kebijakan masing-

masing fasilitas pelayanan kesehatan. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jadwal merupakan 

aspek yang dinilai penting oleh responden (indikator Baik), meskipun sebagian pasien masih merasakan 

ketidaknyamanan terkait pelaksanaannya (indikator Cukup Baik). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan 

jadwal memiliki hubungan dengan pengalaman pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. [11] [9] [14] 

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan perlindungan hak pasien perlu diarahkan pada upaya pencegahan. 
Pemerintah dan instansi yang berwenang dalam pembinaan pelayanan kesehatan perlu memberikan perhatian terhadap 

pengelolaan beban kerja dokter, khususnya dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan 

kesehatan. Pengaturan yang lebih jelas mengenai penyusunan jadwal praktik dapat menjadi pedoman agar pelayanan 

tetap berjalan secara optimal tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi lain, fasilitas 

pelayanan kesehatan juga memiliki peran penting dalam mengatur sistem pelayanan melalui koordinasi jadwal praktik, 

pengelolaan jumlah pasien, sistem antrean, serta penyampaian informasi apabila terjadi perubahan jadwal. Upaya 
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tersebut penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jadwal merupakan salah satu aspek yang 

menjadi perhatian utama pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. [19] [20] [21] 

Pengawasan terhadap mutu pelayanan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya ketika terjadi 

dugaan kesalahan medis. Evaluasi terhadap waktu tunggu pasien, kecukupan waktu konsultasi, kualitas komunikasi 

antara dokter dan pasien, serta beban pelayanan dokter dapat dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif. 

Dengan adanya evaluasi tersebut, berbagai kendala dalam pelayanan kesehatan dapat diketahui lebih awal sehingga 

perbaikan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan kerugian bagi pasien. Selain itu, dokter juga perlu 

mempertimbangkan kondisi fisik dan mental dalam menyusun jadwal praktik. Profesionalisme tenaga medis tidak 

hanya ditunjukkan melalui kemampuan memberikan tindakan medis, tetapi juga melalui kemampuan menjaga kualitas 

pelayanan secara berkesinambungan. Di sisi lain, pasien juga perlu memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan 
yang jelas apabila merasa pelayanan yang diterima belum memenuhi haknya. Mekanisme tersebut dapat menjadi 

sarana evaluasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.[15] [9] [19] 

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan hukum, hasil kuesioner pasien, dan hasil wawancara dokter, praktik 

multi-tempat dokter di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat secara langsung dinilai sebagai praktik yang mengurangi hak 

pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien secara keseluruhan masih berada pada indikator 

Cukup Baik, sedangkan dokter juga berupaya menyesuaikan jadwal praktik agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. 

Namun demikian, indikator Kurang Baik pada aspek kecukupan waktu konsultasi serta masih adanya 

ketidaknyamanan pasien terkait pengaturan jadwal (indikator Cukup Baik) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

perlindungan hak pasien masih memerlukan peningkatan. Dengan demikian, perbedaan antara aturan hukum dan 

realita di lapangan tidak terletak pada substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan, melainkan pada pelaksanaannya dalam praktik pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, 
koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, pengelolaan jadwal praktik yang proporsional, evaluasi terhadap beban 

kerja dokter, pengawasan mutu pelayanan, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif perlu terus 

ditingkatkan. Melalui langkah-langkah tersebut, praktik dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan tetap 

dapat mendukung perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan medis tanpa mengurangi pemenuhan hak pasien 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.[22] 

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak pasien terhadap pelayanan kesehatan 

dalam praktik multi-tempat dokter di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 274 mengatur kewajiban tenaga medis dalam memberikan 

pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan 

kesehatan pasien. Sementara itu, Pasal 276 memberikan jaminan terhadap hak pasien untuk memperoleh informasi, 

penjelasan yang memadai, serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis dan bermutu. Ketentuan 

tersebut menunjukkan bahwa dokter yang menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan tetap 

memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi hak pasien dan menjaga kualitas pelayanan. 

Hasil kuesioner terhadap 66 responden menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien secara umum berada dalam 

kategori cukup baik. Pasien masih memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan 

penjelasan mengenai kondisi kesehatannya. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan, terutama 
kecukupan waktu konsultasi dan pengaturan jadwal pelayanan. Hasil tersebut diperkuat dengan wawancara dokter 

yang menunjukkan bahwa jumlah pasien, perpindahan antar fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal praktik yang padat, 

dan keterbatasan waktu istirahat dapat menambah beban kerja dokter. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi 

pemenuhan hak pasien tidak hanya berasal dari dokter, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengelolaan pelayanan 

pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

Perbandingan antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa praktik multi-tempat dokter 

tidak dapat secara langsung dianggap sebagai penyebab terjadinya kelalaian medis maupun pelanggaran terhadap hak 

pasien. Persoalan lebih terletak pada pengelolaan waktu, jadwal praktik, dan beban pelayanan yang apabila tidak diatur 

dengan baik dapat mempengaruhi konsentrasi dokter, waktu konsultasi, komunikasi dengan pasien, serta mutu 

pelayanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan perlindungan terhadap hak 
pasien, tetapi dalam konteks praktik multi-tempat dokter belum memberikan ukuran yang rinci mengenai pengelolaan 

beban kerja dan jadwal praktik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jadwal yang lebih baik, evaluasi beban kerja 

dokter, peningkatan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengawasan mutu pelayanan secara berkala. 

Upaya tersebut diperlukan agar praktik multi-tempat dokter tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan masyarakat tanpa mengurangi hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai 

dengan kebutuhan medis. 
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